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ANALISIS KEBIJAKAN REFORMASI AGRARIA INDONESIA 
MENGENAI PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT TERHADAP 
TANAH ADAT MEREKA 

Sampai sekarang, masih ada ketimpangan dan ketidakadilan di antara banyak 
masyarakat adat di Indonesia terkait dengan hak atas tanah adat mereka. Menyusul 
setelah penetapan kebijakan dan arahan pemerintah Indonesia untuk kemajuan 
ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial, yang mengarah ke proyek 
pembangunan nasional, yang melibatkan alokasi konsesi lahan untuk perusahaan 
atau entitas yang ingin mengeksploitasi sumber daya tanah untuk waktu tertentu, 
penelitian telah menunjukkan bahwa ketidakpatuhan dan ketidakkonsistenan 
dengan kebijakan dalam memperoleh tanah yang dituju, yang bisa menjadi tanah 
adat, memiliki efek buruk pada masyarakat adat. Dengan demikian, timbul 
pertanyaan berikut: Apa saja kebijakan reformasi agraria yang melindungi hak 
masyarakat adat sehubungan dengan tanah adat mereka? Dan, bagaimana 
kebijakan atau program reformasi agraria Indonesia melindungi masyarakat adat 
dan tanah adat mereka? Dalam menjawab pertanyaan penelitian telah dilakukan 
analisis konsep dan perspektif, hukum dan peraturan terkait, menunjukan 
pengakuan terhadap masyarakat adat dan hak ulayat mereka dalam kebijakan atau 
hukum/peraturan (e.g. Konstitusi Indonesia 1945, UUPA 1960, UU Kehutanan, 
etc.) serta perbedaan sudut pandang di antara organisasi sosial independen (e.g. 
AMAN) mengenai pentingnya reformasi agraria dan kebijakan dalam komunitas 
mereka masing-masing. Selain itu, tinjauan sejarah reformasi agraria dan 
penyelidikan singkat kasus konflik tanah sebagai bukti pendukung, 
mengungkapkan pentingnya dan perjuangan dalam memperjuangkan kemerdekaan 
dan hak-hak fundamental negara Indonesia bagi rakyatnya. Tinjauan tersebut juga 
menunjukkan hilangnya sejumlah tanah adat di Indonesia karena kurangnya 
transparansi dan prosedur perusahaan yang tepat dalam memperoleh konsesi lahan 
yang dapat berupa tanah adat, serta kurangnya pengakuan masyarakat adat dan hak 
ulayat mereka oleh pemerintah dalam praktiknya, yang terkait dengan kurangnya 
pelaksanaan kebijakan reformasi pertanahan oleh pemerintah Indonesia. Hasilnya 
menunjukkan bahwa semua orang Indonesia berhak atas keadilan, kepastian, 
perlindungan hukum, dan kemakmuran. Atas dasar ini, direkomendasikan agar 
pemerintah Indonesia, bersama dengan lembaga-lembaga yang tepat yang 
mengelola hal-hal terkait agraria, mengakui dalam praktik keberadaan masyarakat 
adat dan hak ulayat mereka di Indonesia dan mengontrol ketat transparansi, 
kepatuhan dan konsistensi dengan kebijakan untuk memperbaiki dan mencegah 
meningkatnya konflik agraria atau pertanahan.  
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